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ABSTRAK 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN KETENTUAN SANKSI 

TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM 

NOMOR 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg) 
 

Siti Nur Qomaria 

 

Tugas hakim adalah sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang 

pada dasarnya adalah mengadili.Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, 

luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau 

memberikan keadilan.Pemeberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan 

mandiri.Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan 

peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan.Peradilan 

dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa 

pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dan ketentuan sanksi terhadap kepala desa yang melakukan 

tindak pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg serta ingin 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim sebagai alasan 

pemeberat dan yang meringankan pidana korupsi perkara Nomor 42/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Plg) tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan memakai pendekatan 

yuridis sosiologis yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau 

kejadian yang terjadi dilapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan perkara Nomor 

42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg fakta berpatokan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum 

dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan 

hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta 

memperhatikan juga pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. 

Adapun faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi 

perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan 

dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi 

Terdakwa melakukan sebaliknya. Alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa 

yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, 

serta menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar 

hukum 

Kata kunci: Pertimbangan hakim, putusan, korupsi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorupsi di dunia 

maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk 

Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorupsi di 

Asia.Permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang dituding oleh 

banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belumjuga ditemukan obat 

penangkalnya.Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam 

sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum.Semakin banyak 

upaya untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi 

yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. 

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara ini, korupsi di Indonesia 

bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah 

merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah 

meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan 

nasional.1 

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah 

moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan 

sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, 

masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme 

pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem 

pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.2 

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan 

semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu 

 
1 Etmansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPk (Komisi Pemberantas Korupsi) 

Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13. 
2 Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hlm. 85-86 
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bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan 

korupsi. 

Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama iniyang digunakan, 

terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat.Satjipto 

Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup 

dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan 

diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.3 

 

Menurut Nyoman Serikat Putra Jayamenyebut bahwa tindak pidana korupsi 

tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara antar penyelenggara negara, 

melainkan antar penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan 

para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.4 

 

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari 

belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi ditingkat pemerintah pusat,tetapi 

korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin 

kuat melilit dan mencekeram sendi-sendi negeri ini.Segala upaya yang telah 

dilakukan untuk menahan dan memeberantas pergerakan korupsi belum menunjukan 

tanda-tanda kemenangan. 

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintah daerah (desa) 

diberbagai negara.Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena 

mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga 

pemerintah dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekusaan jatuh ketangan orang 

yang tidak berhak.Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar 

 
3 Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas hlm. 127 
4Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotismr di Indonesia. 

Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal.2 
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sedemikianrupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap 

remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi 

dan politik mengalami kemendegan. 

Seuai ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari 

belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan 

berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa 

ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer kedaerah (on top). Selain itu, 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga semakin menguatkan alokasi dana 

Desa (ADD) yang berasal dari desa perimbangan Kabupaten/Kota. 

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh dibawah batas maksimum dari 

pidana yang di tetapkan dalam undang-undang.Hakim dalam menjatuhkan putusan 

pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh dibawah 

ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak 

Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam putusan pemberi sanksi pidana 

kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara 

pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas 

pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang 

sama.5 

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang 

terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa 

melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian. Dari pembuktian 

dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, 

atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.  

 
5Sigit Suseno dan Nella Sumika Putri. 3013, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan 

Pembaharuan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88 
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Semua sidang pengadilan terbuka untuk umum.pada saat majelis hakim 

hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum.”Setiap 

orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang 

sidang.Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian 

makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.Asas 

pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum disebut sebagai asas demokrasi. Asas 

ini memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Sistem 

Peradilan Indonesia (SPP) Indonesia harus dilandasi jiwa “persamaan” 

dan“keterbukaan” serta musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam 

mengambil keputusan.”6 

 

Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi 

Hakim dalam proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting 

bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah 

satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah 

kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal 

itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukumam terlalu besar variasinya. Hal ini 

juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan 

datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebgai suatu proses. Selama 

lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan 

sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. 

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di persidangan tersebut hakim 

selanjutnya mempertimbangkanya dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek 

sosiologis.Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelti lebih lanjut masalah tersebut, 

yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi denganjudul 

 
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali) edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 

Hal. 110 
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“Dasar Pertimbangan Hakim Dan Sanksi Terhadap Kepala Desa Yang 

Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 

42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.PLG)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana 

korupsi di desa Karang Endah?  

2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemberat/meringankanterpidana dalam 

kasus tersebut?  

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Penulisan ini mengacuh kepada penegakan hukum. Hakim akan menjatuhkan 

putusan dengan mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang disampaikan oleh para 

pihak di persidangan dan selanjutnya berpedoman kepada hukum formil dan materiil 

yang berlaku di Pengadilan Negeri. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

menjatuhkan putusan pidana dan sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi 

perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg. 

2. Penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh 

hakim sebagai alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi 

perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg. 
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Sedangkan mengenai hasil penulisan ini nantinya akan dipergunakan untuk 

melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama study di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai 

tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu 

penulis ingin mendeskripsikan pengertian dari judul skripsi yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar hakim dalam menjatuhkan putusan 

pengadilan perlu di dasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling 

berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang 

dalam tataran teori dan praktek.7 

b. Memutus bearti menentukan (menetapkan); mengambil keputusan, menjatuhkan 

hukum.8 

c. Definisi perkara pidana menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perkara 

kejahatan (kriminal). 

 
7http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2BAB%20IIpdf. Yang diakses pada tanggal 27 September 

2019, pukul 19.29 WIB 
8WJSPoerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 

hlm.784 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2BAB%20IIpdf
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d. Pengertian korupsi menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum 

yang diikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi 

merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.9 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

memakai pendekatan yuridis sosiologis.Penelitian ini didasarkan pada suatu 

ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.Dalam 

penelitian ini yang akan dicari adalah dasar pertimbangan hakim apa dan bagaimana 

yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memutuskan 

perkara Pidana dan sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi Nomor 42/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Plg. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer (Field Research) 

Dilakukan dengan cara melakukan proses penelitian langsung ke obyek 

penelitian tersebut. 

1) Lokasi Penelitian 

 
9Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9 
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Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri 

Palembang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat dari skripsi ini terdapat di tempat tersebut. 

2) Subyek Penelitian 

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu 

dipertanggungjawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan 

adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mampu mengkaji, 

mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutuskan perkara Nomor 

42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg. 

b. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

(Interview)langsung dengan hakim dan pejabat Pengadilan Negeri Palembang. 

c. Analisi Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode ananlisis kualitatif. 

Yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

dari data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
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F. Sistematis Penulisan 

 Adapun sistematis penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-

sub yang dirincikan sebagai berikut : 

BAB I  :PENDAHULUAN 

  Merupakan bab tinjauan pendahuluan yang terdiri dari Latar   

Belakang, Permasalaan, Ruang Lingkupdan Tujuan, Kerangka 

Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulis. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Tindak 

Pidana Korupsi, Tugas dan Kewenangan Hakim, Faktor Penyebab 

Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangan Tindak 

Pidana Korupsi. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab yang berisikan hal-hal yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak 

pidana korupsi perkara Nomor 42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Plg serta 

factor-factor yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus pidana 

korupsi perkara Nomor 42/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Plg. 

BAB IV  : PENUTUP 

  Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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